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ABSTRAK

Rancangan perubahan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tatib
yang dilakukan DPR menimbulkan ketidakpastian hukum yang membahayakan.
Revisi tata tertib DPR mengatur bahwa DPR akan memiliki kewenangan baru untuk
menilai bahkan memberhentikan pimpinan lembaga yang sebelumnya telah
menjalani uji kelayakan di DPR seperti Polri, TNI, KPK dan sejenisnya. Peraturan
tata tertib DPR hanyalah peraturan internal yang mengatur mekanisme kerja DPR
sendiri, bukan peraturan lembaga negara lainnya. Apabila peraturan internal
tersebut melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang lain dan/atau
Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan di atasnya justru menimbulkan
kerancuan hukum dan penalaran yang sewenang-wenang. Upaya DPR untuk
memperluas kewenangannya melalui peraturan internal menuai resistensi dari
berbagai pemangku kepentingan, baik dari masyarakat maupun lembaga yang
terkait langsung. Uji materiil (judicial review) perlu dilakukan oleh Mahkamah
Agung untuk melakukan pengujian terhadap revisi peraturan tata tertib tersebut
apakah sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku atau justru bertentangan dengan
peraturan lain yang kedudukannya berada di atas peraturan DPR. Penulis
merumuskan masalah penelitian ini ke dalam 2 (dua) masalah yaitu bagaimana
kedudukan hukum tata tertib DPR RI dalam hierarki peraturan perundang-
undangan dan apakah Mahkamah Agung berwenang melakukan judicial review
terhadap tata tertib DPR RI. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini yaitu
menggunakan yuridis normatif yang fokus pada data sekunder sebagai data
utamanya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan hukum tata tertib
DPR RI bukan termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan dan wewenang untuk melakukan pengujian
Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan
Undang-Undang adalah wewenang Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam
Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: Peraturan DPR, hierarki peraturan perundang-undangan, judicial
review.
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